PERATURAN BUPAT! ROKAN HULU.
NOMOR 67 TAHUN 2011

TENTANG

URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA JABATAN STRUKTURAL
PADA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA

DENGAN‘ RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI ROKAN HULU,

Menimbang . @ bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 Peraturan
Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2011
tentang Organisasi Perangkat Daerah,agar pelaksanaan
tugas dan fungsi Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura
Kabupaten Rokan Hulu lebih berdaya guna dan berhasil
guna maka perlu menetapkan Uraian Tugas dan Tata Kerja
Jabatan Struktural pada Dinas Tanaman Pangan Dan
Hortikultura;

b. ~bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas,
perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu
tentang Uraian Tugas dan Tata Kerja Jabatan Struktural
pada Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura.

Mengingat : 1. Undang — Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun
' 1974 tentang Pokok — Pokok Kepegawaian Kepegawaian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor
55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang -
Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang
Perubahan atas Undang - Undang Republik Indonesia
Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3894);

2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 53 tahun
1999, tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan,
Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten
Siak, Kabupten ‘Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten

- Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 34 tahun 2008, tentang Perubahan
ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53
Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4880);



3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang
No 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-
undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun
2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintahan  Daerah  Propinsi  dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4737);

6.  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun
2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor
4741);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007
tentang Peraturan Teknis Penataan Organisasi Perangkat
Daerah;

8.  Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-268 Tahun
2011 tentang Pengesahan  Pemberhentian  dan
Pengesahan Pengangkatan Bupati Rokan Hulu Propinsi
Riau;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 20 Tahun
2007 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten
Rokan Hulu;

10.  Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
MEMUTUSKAN
Menetapkan :. PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS DAN TATA

KERJA JABATAN STRUKTURAL PADA DINAS TANAMAN
PANGAN DAN HORTIKULTURA.



BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.
3.

4,
5,
6

10.

11.

12.

(1)

(2).

(3)

(4)

Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu;

Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu;

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu;

Bupati adalah Bupati Rokan Hulu;

Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Rokan Hulu;

Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam
Penyelenggaraan  pemerintahan daerah yang terdiri dari  Sekretariat
Daerah,Sekretariat DPRD,Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan
Kelurahan;

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hulu;

Dinas Daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah Pemerintah Kabupaten
Rokan Hulu;

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah Dinas Tanaman Pangan dan
Hortikultura Kabupaten Rokan Hulu yang selanjutnya disingkat dengan DISTAN;
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten
Rokan Hulu;

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas adalah unsur Pelaksana Dinas Tanaman
Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Rokan Hulu yang melaksanakan sebagian
kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai
wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan;

Kelompok Jabatan Fungsional adalah tenaga fungsional yang melaksanakan
sebagian tugas Pemerintah Daerah,sesuai dengan keahlian dan kebutuhan daerah.

BAB I
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Susunan Organisasi Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura terdiri dari :
Kepala Dinas;

Sekretariat;

Bidang Sarana Prasarana;

Bidang Pengembangan Tanaman Pangan;

Bidang Sumber Daya Pertanian;

Bidang Pengembangan Holtikultura;

Kelompok Jabatan Fungsional; dan

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

SQ@ e o0 T

Sekretariat terdiri dari :

a. Sub Bagian Administrasi dan Kepegawaian;

b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan; dan

c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

Bidang Sarana dan Prasarana terdiri dari :

a. Seksi Perlindungan Tanaman;

b. Seksi Tata Guna Air dan Rehabilitasi Lahan; dan

c. Seksi Alat Mesin, Pengolahan Hasil dan Pasca Panen.

Bidang Pengembangan Tanaman Pangan terdiri dari :
a. Seksi Pendataan Kawasan dan Pengembangan Tanaman Padi;
b. Seksi Pengembangan Tanaman Palawija; dan '



c. Seksi Pengembangan Tanaman Umbi-umbian.

(5) Bidang Sumber Daya Pertanian terdiri dari :

(6)

(1)

(2)

a. Seksi Penyelenggaraan Kelembagaan;
b. Seksi Informasi dan Publikasi; dan
c. Seksi Pengembangan Usaha Pertanian.

Bidang Pengembangan Holtikultura terdiri dari :

a. Seksi Pengembangan Tanaman Buah-buahan;

b. Seksi Pengembangan Tanaman Sayur-sayuran; dan

c. Seksi Pengembangan Tanaman Obat-obatan dan Biofarmaka.

BAB Il
URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu
Kepala Dinas

Pasal 3

Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura dipimpin oleh seorang Kepala yang
mempunyai Tugas Pokok Melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang
Tanaman Pangan dan Holtikultura berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-
undanyan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Kepala Dinas mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

a. Merumuskan kebijakan, program dan kegiatan bidang tanaman pangan dan
holtikultura di kabupaten

b. Memimpin, membina, mengkoordinasikan, memantau dan mengendalikan
pelaksanaan program dan kebijakan teknis di bidang tanaman pangan dan
holtikultura agar sesuai dengan rencana yang telah ditentukan;

¢. Mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan
tanaman pangan dan holtikultura sebagai acuan pelaksanaan tugas;

d. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan dinas instansi terkait dalam
bidang tanaman pangan dan holtikultura, agar terjadi kesamaan persepsi dan
kesatuan langkah dan gerak dalam pelaksanaan pembangunan;

e. Membina, mengkoordinasikan, memantau dan mengendalikan unit pelaksana
teknis dinas (uptd) dalam ruang lingkup dinas tanaman pangan dan holtikultura;

f. Memberikan petunjuk teknis dan pengarahan serta bimbingan kepada bawahan
tentang pelaksanaan tugas;

g. Menilai aktivitas, kreativitas dan produktivitas pelaksanaan tugas bawahan

h. Melaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan
peraturan dan perundangan yang berlaku; dan

i. Menyampaian laporan hasil evaluasi dan memberikan usulan dan pertimbangan
kepada bupati tentang langkah dan kebijaksanaan yang akan diambil di bidang
tanaman pangan dan holtikultura;

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 4

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok
merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, mengatur,
mengevaluasu dan melaporkan penyelenggaraan tugas kesektariatan, melakukan
urusan umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian Perencanaan dan
Pelaporan.



(2)

(1)

(2)

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Sekretaris mempunyai uraian tugas :

a. Penyusunan Rencana Program Pelaporan serta Pembinaan organisasi dan
Tata Laksana; :

b. Melaksanakan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian, Administarasi
Keuangan , Perncanaan dan Pelaporan;

c. Penyelenggaraan Program administarsi Umum dan Perlengkapan:;

d. Pembinaan , pengkoordinasian |, pengendalian , pengawasan program dan
Kegiatan Sub Bagian;

e. Penyelenggara evaluasi program dan kegiatan sub bagian; dan

f. Pelaksanaan Pengurusan Rumah Tangga, Periengkapan , Surat menyurat ,
kearsipan ,dan Humas.

Paragraf Kesatu
Sub bagian Umum dan Administrasi Kepegawaian

Pasal 5

Sub Bagian Administrasi dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala yang
mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis,
pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan secara terpadu, pelayanan
administrasi dan pelaksanaan di subbagian Administrasi dan Kepegawaian.

Untuk meyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Kepala Sub Bagian Administrasi dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas :

a. Melaksanakan penerimaan ,pendistribusian dan pengiriman surat — surat ,

pengandaan naskah — naskah Dinas, kearsipan dan perpustakaan Dinas;

Menyelengarakan urusan rumah tangga dan Keprotokolan;

Melaksanakan Tugas dibidang hubungan masyarakat;

Menata melaksanakan kebersihan dan keaman lingkungan kantor;

Mempersiapkan seluruh rencana kebutuhan pegawai,penempatan pegawai,

penempatan dalam jabatan, usulan Pensiun, pengusulan Karpeg, pengusulan

penghargaan, kenaikan pangkat, gaji berkala,sumpah janji Pegawai,

kesejahteraan, mutasi dan Pemberhentian Pegawai dan Disiplin Pegawai;

f.  Melakukan anilisis jabatan, beban kerja, budaya kerja, hukum, organisasi, tata
laksana, tugas umum dan tata usaha kepegawai;

g. Menyiapkan bahan penataan kelembagaan , Ketatalaksanaan dan Perundang-
undangan; dan

h. Melaksanakan tugas — tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

voooT

Paragraf Kedua
Sub bagian Keuangan dan Perlengkapan

Pasal 6

Sub Bagian Keuangan dan perlengkapan dipimpin oleh seorang Kepala yang
mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan
teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan secara terpadu, pelayanan
administrasi dan pelaksanaan di bagian Keuangan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai uraian tugas :

a. Melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai;

b. Melaksanakan Pengadiministrasi dan Pembukuan Keuangan ;

c. Menyusun Laporan pertanggung Jawaban atas pelaksanaan pengelolaan
keuangan;



(1)

d. Melakukan penyusunan kebutuhan perlengkapan , pengadaan dan perawatan
peralatan kantor, usulan pengapusan asset dan menyusun laporan pertangung
jawaban atas barang — baranag inventaris;

e. Mengatur Pengelolaan asset Dinas;

f. Mengatur Administrasi , Pendistribusian alat kebutuhan kantor dan
perlengkapan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

g. Memantau , mengawasi persiapan pelelangan kebutuhan perlengkapan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku: dan

h. Melaksanakan Tugas — tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Paragraf Ketiga
Sub bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 7

Sub Bagian Perencanaan , evaluasi dan pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala
yang melaksanakan tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan
kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan secara terpadu,
pelayanan administrasi dan pelaksanaan dibagian perencanaan , evaluasi dan
pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala

Sub Bagian Perencanaan , evaluasi dan pelaporan mempunyai uraian tugas :

a. Menghimpun data dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program
dan anggaran;

b. Melaksanakan pengelolaan data statistik pertanian:

c. Melaksanakan perncanaan pada Dinas Pertanian dan Subbagian
Perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

d. Mempersiapkan dan mengkoordinasikan penyelaseian tindak lanjut LHP atau
pemutahiran data hasil pemeriksaan;

e. Melaksanakan monitorning dan Evaluasi;

Melaksanakan pertangung jawaban laporan

g. Melaksanakan tugas — tugas yang diberikan oleh sekretaris;

—h

Bagian Ketiga
Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian

Pasal 8

Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala yang
mempunyai tugas merumuskan kebijakan dan menyelenggarakan urusan
pekerjaan serta kegiatan pembinaan di bidang Alat dan Mesin Pertanian |,
Perlindungan Tanaman , Tata Guna Air dan Rehabilitasi Lahan Pertanian.

Untuk Menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian mempunyai uraian tugas :

a. Penyusunan Program dan kegiatan bidang sarana dan prasarana Pertanian:

b. Penyiapan rumusan kebijaksanaan Dinas dibidang Alat dan Mesin Pertanian,
Perlindungan Tanaman , Tata Guna Air dan Rehabilitasi Lahan;

c. Menyusunan pedoman / petunjuk pelaksanaan dan bimbingan Teknis tentang
Alat dan Mesin Pertanian , Perlindungan Tanaman dan Tata Guna Air dan
Rehabilitasi Lahan;

d. Pemantauan , Evaluasi dan Pelaporan bidang Alat dan Mesin Pertanian,
Pengolahan Hasil dan Pasca Panen, Perlindungan Tanaman Serta Tata Guna
Air dan rehabilitasi Lahan;

e. Memberikan petunjuk, arahan dan bimbingan kepada para Kepala Seksi dan
Staf Dalam melaksanakan tugas-tugas bidang Pengembangan Hortikultura:



f.

Melaksanakan Pembinaan, pendistribusian tugas-tugas teknis yang berkaitan
dengan Bidang Pengembangan Hortikultura sesuai dengan tugas dan kegiatan
dimasing - masing seksi: dan

Melaksanakan Koordinasi dengan dinas Teknis tingkat Propinsi berkaitan
dengan kegiatan yang bersumber dana dari APBN (Dana Tugas Pembantuan,
dana dekonsentrasi, DAK) dan Dana APBD Propinsi.

Paragraf Kesatu
Seksi Perlindungan Tanaman

Pasal 9

(1) Seksi PerlindunQan Tanaman dipimpin oleh seorang Kepala yang mempunyai
tugas Pokok menyiapkan bahan penyusunan perumusan, Evaluasi dan koordinasi
perlindungan Tanaman.

(2)

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Kepala Seksi Perlindungan Tanaman Mempunyai uraian tugas :

a.

merencanakan kegiatan kegiatan Seksi Perlindungan Tanaman berdasarkan
kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan
sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;

memberikan petunjuk kepada para bawahan di lingkungan Seksi Perlindungan
Tanaman , agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan
ketentuan yang berlaku, sehingga tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan dilingkungan Seksi
Perlindungan Tanaman dengan memberikan arahan, baik secara tertulis
maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing -
masing;

. memeriksa hasil kinerja para bawahan di lingkungan Seksi Perlindungan

Tanaman guna menyempurnakan lebih lanjut;

menilai prestasi kerja para bawahan dilingkung Seksi Perlindungan Tanaman
berdasarkan hasil yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam
peningkatan karir; .

menghimpun dan mempelajari peraturan perundang — undangan kebijaksanaan
teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan — bahan lainnya yang
berhubungan dengan Pembangunan Pertanian ;

mencari, mengumpulkan , menghimpun serta mengolah data dan Informasi
yang berhubungan dengan Perlindungan Tanaman dalam Pembangunan
Pertanian;

menyiapakan bahan - bahan dalam rangka penyusunan kebijaksanaan,
pedoman petunjuk teknis mengenai  Perlindungan Tanaman dalam
Pembangunan Pertanian;

menginventarisasi permasalahan - permasalahan yang berhubungan dengan
bidang Pembangunan Pertanian dan menyiapkan bahan — bahan dalam rangka
pemecahan masalah;

membuat laporan pelaksana kegiatan Seksi Perlindungan Tanaman sesuai
dengan sumber data yang ada dan berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan
untuk dipergunakan sebagai bahan masukan bagi atasan;

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang Sarana dan
Prasarana Pertanian , baik secara tertulus maupun lisan sesuai bidang
tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Serana dan
Prasarana Pertanian ;

melaksanakan pengamatan, Identifikasi, Pemetaan, Pengendalian dan analisis
dampak kerugian akibat organisme penggangu tanaman ( OPT ) ;

- memberikan bimbingan dan penyebaran Informasi keadaan serangan OPT dan

rekomendasi pengendalianya;



melaksanakan pemantauan dan peéngamatan terhadap wilayah yang diduga
sebagai sumber OPT dan memberikan  solusj pengendalian /
penanggulangannya;

melaksanakan bimbingan pengunaan pupuk dan pestisida secara benar dan
tepat;

melaksanakan bimbingan pengadaan / penyediaan dan penyaluran serta
pembinaan terhadap unit pelayanan pupuk dan pestisida;

bimbingan penerapan standard pupuk dan pestisida:

Pengawasan pengadaan dan pengunaan pupuk dan pestisida;

. Melaksanakan pemantauan dan pengamatan tehadap wilayah yang terkena

Benacana Alam; dan

Melaksanakan pemantauan dan pengamatan unsur iklim dan mengetahui
perobahan iklim.

v Paragraf Kedua
Seksi Tata Guna Air dan Rehabilitasi Lahan

Pasal 10

(1) Seksi Tata Guna Air dan Rehabilitasi Lahan dipimpin oleh seorang Kepala yang
mempuinyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan perumusan , Evaluasi dan
gﬂ\ koordinasi Tata Guna Air dan Rehabilitasi Lahan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Kepala Seksi Tata Guna air dan Rehabilitasi Lahan Mempunyai uraian tugas:

a.

Merencanakan kegiatan kegiatan Seksi Tata Guna Air dan Rehabilitasi Lahan
berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan
kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan:

Memberikan petunjuk kepada para bawahan di lingkungan Seksi Tata Guna Air
dan rehabilitasi Lahan |, agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan
petunjuk dan ketentuan yang berlaku, sehingga tercapai efektifitas pelaksanaan
tugas;

Membagi tugas atau kegiatan kepada para bawat.. dilingkungan Seksi Tata
Guna Air dan Rehabilitasi Lahan dengan memucrikan arahan, baik secara
tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya
masing - ri:asing;

Memeriksa ' .il kinerja para bawahan di lingkungan Seks: . ata Guna Air dan
Rehabilitasi . an guna menyempurnakan lebih lanjut;

Menilai pre arja para bawahan dilingkung Seks: Tata Guna Air dan
Rehabilitasi 1 berdasarkan hasil yang telah dic:, ai untuk dipergunakan
sebagaibal: ' ~alam peningkatan karir; '

Menghimpt : dan mempelajari peraturan perundang — ...:dangan kebijaksanaan
teknis, pec¢ »man dan petunjuk t-~-i~ serta bahan - bahan lainnya yang
berhubunga: “‘»nqan Pembangunarn ¢ iian;

Mencari, mei -rulkan , menghimpi caita mengolat -jata dan Iformasi yang
berhubungan »gan Tata Guna . <an Rehabiliiasi Lahan dalam
Pembanguna: ranian;

Menyiapakan Yrom o efean Ui anged penyu.unan kebijaksanaan,
pedoman pet .. luniu wengenal Tata Guna Air ¢ .n Rehabilitasi Lahan
dalam Pembz .:nan Pertanian:

Menginventar: .. permasalahan — permasalahan yai: berhubungan dengan

bidang Pemb. gunan Pertanian dan menyiapkan bahan - bahan dalam rangka
peinecahan . .salah;

Membuat laporan pelaksana kegiatan Seksi Tata Guna Air dan Rehabilifasi
Lahan sesuai dengan sumber data yang ada dan berdasarkam kegiatan yang
telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan bagi atasan:



(1)

()

2o

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang Sarana dan
Praserana Pertanian , baik secara tertulus maupun lisan sesuai bidang
tugasnya: dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Serana dan
Praserana Pertanian :

Melaksanakan kebijakan Tata Guna Air dan Rehabilitasi Lahan Pertanian
wilayah kabupaten;

Invetarisasi dan Identifikasi kebutuhan sarana dan praserana Tata Guna Air
dan Rehabilitasi Lahan ;

Invetarisasi potensi sumber daya air dan lahan untuk pengembangan tanaman
pangan dan hortikultura;

Pembangunan , rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tingkat usaha
tani;

Pembinaan dan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air ( P3A );
Pemberdayaan, pengembangan , rehabilitasi ,konservasi dan optimalisasi
pemamfaatan dan pengaturan lahan pertanian; dan

Penerapan teknologi pengelolaan lahan dan air.

Paragraf Ketiga
Seksi Alat Mesin, Pengolahan Hasil dan Pasca Panen

Pasal 11

Seksi Alat dan Mesin, Pengelolaan hasil dan Pasca Panen dipimpin oleh seorang
Kepala yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan perumusan,
Evaluasi dan koordinasi Alat dan Mesin Pertanian.

Untuk menyé!enggarakan tugas pokok -sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Kepala Seksi Alat dan Mesin, Pengolahan dan Pasca Panen Mempunyai uraian
tugas :

a.

Merencanakan kegiatan kegiatan seksi alat dan mesin pertanian berdasarkan
kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan
sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;

Memberikan petunjuk kepada para bawahan di lingkungan seksi alat dan
mesin,pengolahan hasil dan pasca panen , agar dalam melaksanakan tugas
sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku, sehingga tercapai
efektifitas pelaksanaan tugas;

‘Membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan dilingkungan seksi alat

mesin pertanian , pengolahan hasil dan pasca panen dengan memberikan
arahan, baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan
bidang tugasnya masing — masing;

Memeriksa hasil kinerja para bawahan di lingkungan seksi alat mesin pertanian,
pengolahan hasil dan pasca panen guna menyempurnakan lebih lanjut;

Menilai prestasi kerja para bawahan dilingkung seksi alat dan mesin pertanian
berdasarkan hasil yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam
peningkatan karir;

Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang — undangan kebijaksanaan
teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan — bahan lainnya yang
berhubungan dengan pembangunan pertanian ;

Mencari, mengumpulkan , menghimpun serta mengolah data dan informasi
yang berhubungan dengan alat dan mesin pertanian dalam pembangunan
pertanian; '

Menyiapakan bahan - bahan dalam rangka penyusunan kebijaksanaan,
pedoman petunjuk teknis mengenai alat dan mesin pertanian , pengolahan hasil
dan pasca panen dalam pembangunan pertanian:

Menginventarisasi permasalahan — permasalahan yang berhubungan dengan
bidang pembangunan pertanian dan menyiapkan bahan — bahan dalam rangka
pemecahan masalah;



(1)

()

Membuat laporan pelaksana kegiatan seksi alat dan mesin pertanian
,pengolahan hasil dan pasca panen  sesuai dengan sumber data yang ada
dan berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai
bahan masukan bagi atasan:

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sarana dan
prasarana pertanian , baik secara tertulus maupun lisan sesuai bidang
tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas bidang serana dan
praserana pertanian;

Melaksanakan kebijakan alat dan mesin pertanian wilayah kabupaten;

. Invetarisasi dan identifikasi kebutuhan sarana dan praserana alat dan mesin

pertanian;

Pengembangan alat dan mesin pertanian didaerah:

Pemberdayaan dan pembinaan kelompok upja ( unit pelayanan jasa alsintan ),
bengkel alsintan dan pengrajin alsintan;

Penerapan dan pengawasan standard mutu dan peredaran alat dan mesin
pertanian di wilayah kabupaten;

Analisis teknis,ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin pertanian sesuai
dengan kebutuhan lokalita;

Melaporkan keadaan dan perkembangan pendayagunaan alat mesin pertanian.

s. Priomosi ekspor komoditas tanaman hortikultura unggulan kabupaten;

Menyelenggarakan bimbingan penerapan standarisasi mutu hasil alat panen,
pasca panen dan pengolahan hasil, transportasi dan penyimpanan hasil:
Menyelenggarakan dan melaksanakan pembinaan pengembangan analisa
usha tani pasca panen petani dan masyarakat;

Melakukan bimbingan, memantau dan mengawasi penerapan teknologi
meningkatkan mutu pengolahan hasil produksi tanaman pangan dan
hortikultura;

Menyusun dan merencanakan kegiatan penerapan teknologi peningkatan mutu
pengolahan hasil produksi tanaman pangan dan hortikultura; dan

Melakukan bimbingan / pembinaan pengusahaan pertanian tanaman pangan
dan holtikultura dan mempersiapkan bahan rekomendasi perizinan;

Bagian Keempat
Bidang Pengembangan Tanaman Pangan

Pasal 12

Bidang Tanaman Pangan dipimpin oleh seorang Kepala yang mempunyai tugas
pokok menyelengarakan pekerjaan dan Kegiatan pelayanan, Pembinaan,
pengembangan dan pengendalian usaha dibidang pengembangan padi, Palawija
dan Umbi — umbian;

Untuk Menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Bidang Tanaman Pangan mempunyai uraian tugas:

a.
b.

Menyusun Program dan kegiatan bidang Pengembangan Tanaman Pangan;
Perumusan Kebijakan teknis Penerapan dan Pengembangan Teknologi
pertanian Tanaman Pangan, Peningkatan produksi padi,palawija dan Umbi-
umbian sertta sarana dan prasarana tanaman pangan;

Pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam penerapan dan pengembangan
teknologi pertanian tanaman pangan, peningkatan produksi padi, palawija dan
umbi-umbian, serta sarana dan prasarana tanaman pangan:

Pelaksanaan penerapan dan pengembangan teknologi pertanian tanaman
pangan, peningkatan produksi padi, palawija dan umbi-umbian, serta sarana
dan prasarana tanaman pangan;

Pelaksanaan koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait dalam penerapan dan
pengembangan teknologi pertanian tanaman pangan,peningkatan produksi
padi, palawija dan umbi-umbian, sarana dan prasarana serta perbenihan
tanaman pangan;
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(1)

f. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengembangan dan penerapan
teknologi pertanian tanaman pangan, peningkatan produksi padi, palawija dan
umbi-umbian, serta sarana dan prasarana tanaman pangan;

9. Memberikan petunjuk, arahan dan bimbingan kepada para Kepala Seksi dan
Staf dalam pelaksanaan tugas-tugas bidang Pengembangan Tanaman Pangan;

h. Melaksanakan Pembinaan, pendistribusian tugas-tugas teknis yang berkaitan
dengan Bidang Pengembangan Tanaman Pangan sesuai dengan tugas dan
kegiatan dimasing-masing seksi;

i. Melaksanakan Koordinasi dengan dinas Teknis tingkat Propinsi berkaitan
dengan kegiatan yang bersumber dana dari APBN (Dana Tugas Pembantuan:;
dana Dekonsentrasi dan DAK) dan Dana APBD Propinsi; dan

j.  Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai bidang tugasnya.

Paragraf Kesatu
Seksi Pendataan Kawasan dan Pengembangan Tanaman Padi

Pasal 13

Seksi Pendataan Kawasan dan Pengembangan Tanaman Padi dipimpin oleh
Seorang Kepala yang mempunyai tugas pokok menyelengarakan pekerjaan dan
Kegiatan pelayanan, Pembinaan, pengembangan dan pengendalian usaha
Pendataan Kawasan dan Pengembangan Tanaman Padi.

Untuk Menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Kepala Seksi Pendataan Kawasan dan Pengembangan Tanaman Padi mempunyai

uraian tugas:

a. Menyelanggarakan Rencana Program Kerja seksi

b. Membuat Rencana Pemetaan dan Penentuan Penyebaran Vareitas Padi:

¢. Melaksanakan Pembinaan Bimbingan kegiatan terap, demplot,dempam dan
penerapan Teknologi produksi padi;

d. Membuat Program pola tanaman padi;

e. Menyiapakan bahan — bahan perumusan kebijakan sarana produksi , sasaran
produksi, Penerapan teknologi Produksi dan Pola tanaman padi;

f. Memberikan Dukungan Kerjasama dalam upaya penerapan dan

Penyebarluasan Teknologi tepat guna tanaman padi;

Melakukan Pembinaan, Monitoring , Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan ;

Melakukan Koordinasi dengan pihak — pihak terkait; dan

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang; dan

Memerikan pembinaan terhadapa bawahan.

T @

— —.

Paragraf Kedua
Seksi Pengembangan Tanaman Palawija

Pasal 14

Seksi Pengembangan Tanaman Palawija dipimpin oleh seorang Kepala yang
mempunyai tugas pokok menyelengarakan pekerjaan dan Kegiatan pelayanan,
Pembinaan, pengembangan dan pengendalian usaha pengembangan Tanaman
Palawija;

(2) Untuk Menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Kepala Seksi Pengembangan tanaman Palawija mempunyai uraian tugas:

a. Rencana Program Kerja Seksi;

b. Membuat Rencana Pemetaan dan Penentuan Penyebaran Varitas Tanaman
Palawija; -

c. Melaksanakan Pembinaan , Bimbingan kegiatan kaji terap, demplot, Demfram,
Demarea dan Penerapan Teknologi produksi Tanaman Palawiaj;

d. Menyusun Membuat Rencana Pola tanam Palawija;
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(1)

(2)

(1)

e. Menyiapakan bahan — bahan perumusan kebijakan sarana produksi , sasaran
produksi, Penerapan teknologi Produksi dan Pola tanaman Palawija;

f.  Memberikan  Dukungan Kerjasama dalam upaya penerapan dan

Penyebarluasan Teknologi tepat guna tanaman palawija;

Melakukan Pembinaan , Monitoring , Pengawasan , Evaluasi dan Pelaporan ;

Melakukan Koordinasi dengan pihak — pihak terkait;

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang; dan

Memerikan pembinaan terhadapa bawahan.

=@

e e

Paragraf Ketiga
Seksi Pengembangan Tanaman Umbi-Umbian

Pasal 15

Seksi Pengembangan Tanaman Umbi-umbian dipimpin oleh seorang Kepala yang
mempunyai tugas pokok menyelengarakan pekerjaan dan Kegiatan pelayanan,
Pembinaan, pengembangan dan pengendalian usaha pengembangan Tanaman
Umbi-umbian;

Untuk Menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Kepala Seksi PengembanganTanaman Umbi-umbian mempunyai uraian tugas:

a. Menyusun Rencana Program Kerja Seksi;

b. Membuat Rencana Pemetaan dan Penentuan Penyebaran Varitas Tanaman
Umbi — umbian;

c. Melaksanakan Pembinaan, Bimbingan kegiatan kaiji terap, demplot, Demfram,

Demarea dan Penerapan Teknologi produksi Tanaman Umbi — umbian ;

Membuat Rencana Pola tanam Umbi — umbian ;

e. Menyiapakan bahan — bahan perumusan kebijakan sarana produksi , sasaran
produksi, Penerapan teknologi Produksi dan Pola tanaman umbi — umbian ;

f.  Memberikan  Dukungan Kerjasama dalam upaya penerapan dan

Penyebarluasan Teknologi tepat guna tanaman Umbi — umbian ;

Melakukan Pembinaan , Monitoring , Pengawasan , Evaluasi dan Pelaporan ;

Melakukan Koordinasi dengan pihak — pihak terkait;

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang; dan

Memerikan pembinaan terhadap bawahan.

o

@

S -

Bagian Kelima
Bidang Sumber Daya Pertanian

Pasal 16

Bidang Sumber daya Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala yang mempunyai
tugas Pokok melaksanakan penyiapan perumusan evaluasi dan koordinasi di
bidang pengembangan sumberdaya pertanian, menyelengarakan pekerjaan dan
kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi Sumber Daya Pertanian,
penyelenggaraan penyuluhan dan kelembagaan, serta penyediaan / penyebaran
bahan informasi dan publikasi Pertanian dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan
oleh Kepala dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura.

Untuk Menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1

Kepala Bidang Sumber daya mempunyai uraian tugas:

a. Penyusunan Program dan kegiatan bidang Sumber Daya Pertanian

b. Menyiapan bahan perumusan dan koordinasi penyelenggaraan penyuluhan
pertanian;

c. Menyiapan bahan perumusan dan koordinasi pengembangan kelembagaan ;

d. Menyiapan bahan perumusan dan koordinasi informasi dan publikasi;

e. Menyiapkan bahan perumusan dan Koordinasi Pengembangan Usaha
Pertanian;
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f. Memberikan Petunjuk, arahan dan bimbingan kepada kepala seksi dan staf
dalam pelaksanaan tugas-tugas di bidang Pengembangan Sumber Daya
Pertanian; dan

g. Melakukan pembinaan, pendistribusian tugas-tugas teknis yang berkaitan
dengan bidang Pengembangan Sumber Daya Pertanian sesuai dengan tugas
dan kegiatan dimasing-masing seksi.

Paragraf Kesatu
Seksi Penyelenggaraan Kelembagaan

Pasal 17

(1) Seksi Penyelenggaraan Kelembagaan  dipimpin oleh seorang Kepala yang
mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan perumusan , Evaluasi dan
koordinasi pengembangan kelembagaan serta menyelenggaraan pendataan,
penilaian pembinaan , pengembangan , pemberdayaan kelembagaan.

(2) Untuk Menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Kepala Seksi Penyelenggaraan Kelembagaan mempunyai uraian tugas:

a. merencanakan kegiatan kegiatan Seksi Pengembangan Kelembagaan
berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan
kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;

b. memberikan petunjuk kepada para bawahan di lingkungan  Seksi
Pengembangan Kelembagaan,agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan
petunjuk dan ketentuan yang berlaku, sehingga tercapai efektifitas pelaksanaan
tugas;

C. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan dilingkungan Seksi
Pengembangan Kelembagaan dengan memberikan arahan, baik secara tertulis
maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing —
masing;

d. memeriksa hasil kinerja para bawahan di lingkungan Seksi Pengembangan
Kelembagaan guna menyempurnakan lebih lanjut;

e. menilai prestasi kerja para bawahan dilingkung Seksi Pengembangan
Kelembagaan berdasarkan hasil yang telah dicapai untuk dipergunakan
sebagai bahan dalam peningkatan karir;

f. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang — undangan kebijaksanaan
teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan — bahan lainnya yang
berhubungan dengan Pembangunan Pertanian :

g. mencari, mengumpulkan , menghimpun serta mengolah data dan Informasi
yang berhubungan dengan Pengembangan Kelembagaan Pertanian daiam
Pembangunan Pertanian;

h. menyiapakan bahan - bahan dalam rangka penyusunan kebijaksanaan,
pedoman petunjuk teknis mengenai Pengembangan Kelembagaan dalam
Pembangunan Pertanian;

i. menginventarisasi permasalahan — permasalahan yang berhubungan dengan
bidang Pengembangan Kelembagaan dan menyiapkan bahan - bahan dalam
rangka pemecahan masalah;

j. membuat laporan pelaksana kegiatan Seksi Pengembangan Kelembagaan
Pertanian sesuai dengan sumber data yang ada dan berdasarkan kegiatan
yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan bagi atasan;

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang Pengembangan
Sumberdaya Pertanian , baik secara tertulis maupun lisan sesuai bidang
tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Pengembangan
Sumberdaya Pertanian;

| pelaksanaan kegiatan pendataan |, kelembagaan petani dan kelembagaan

- pelaku Agribisnis;

m. pelaksanaan penataan pembentukan pengembangan  pemberdayaan
kelembagaan petani;
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(2)

S"o0o o

pelaksanaan pembinaan dan penilaian kelembagaan petani dan kelembagaan
peiaku Agribisnis;

pelaksana monitoring dan pelaporan;

meningkatan kopetensi petani dalam mengelola usaha tani dan organisasinya;
peningkatan kemampuan kelembagaan petani; dan

pelaksanaan program Penyuluhan serta pengembangan kelembagaan
penyuluh pertanian melalui rekayasa teknis, social dan ekonomi.

Paragraf Kedua
Seksi Informasi dan Publikasi

Pasal 18

Seksi Informasi dan Publikasi dipimpin oleh seorang Kepala yang mempunyai
tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan perumusan , Evaluasi dan koordinasi
pada kegiatan Informasi dan Publikasi.

Untuk Menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Kepala Seksi Informasi dan Publikasi mempunyai uraian tugas:

a.

Merencanakan kegiatan kegiatan Seksi Informasi dan Publikasi  berdasarkan
kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan
sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;

Memberikan petunjuk kepada para bawahan di lingkungan Seksi Informasi dan
Publikasi,agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan

ketentuan yang berlaku, sehingga tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;

Membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan dilingkungan Seksi
Informasi dan Publikasi dengan memberikan arahan, baik secara tertulis
maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing —
masing;

Memeriksa hasil kinerja para bawahan di lingkungan Seksi Informasi dan
Publikasi guna menyempurnakan lebih lanjut;

Menilai prestasi kerja para bawahan dilingkung Seksi Informasi dan Publikasi
berdasarkan hasil yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam
peningkatan karir;

Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang — undangan kebijaksanaan
teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan - bahan lainnya yang
berhubungan dengan Pembangunan Pertanian ;

Mencari, mengumpulkan , menghimpun serta mengolah data dan Informasi
yang berhubungan dengan Pembangunan Pertanian:

Menyiapakan bahan - bahan dalam rangka penyusunan kebijaksanaan,
pedoman petunjuk teknis mengenai Informasi dan Publikasi dalam
Pembangunan Pertanian;

Menginventarisasi permasalahan — permasalahan yang berhubungan dengan
bidang Informasi dan Publikasi dan menyiapkan bahan — bahan dalam rangka
pemecahan masalah;

Membuat laporan pelaksana kegiatan Seksi Informasi dan Publikasi
Pertanian  sesuai dengan sumber data yang ada dan berdasarkan kegiatan
yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan bagi atasan;
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang Pengembangan
Sumberdaya Pertanian , baik secara tertulis maupun lisan sesuai bidang
tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Pengembangan
Sumberdaya Pertanian;

Penyediaan Informasi dan Publikasi Pertanian Tanaman Pangan dan
Hortikultura; '

Penyedian dan pengendalian informasi dan publikasi pertanian tanaman
pangan dan hortikultura dalam bentuk bahan cetak ( brosur, lifleat, poster, buku
dan lain — lain ) dan bahan elektronik;

Pengelolaan perpustakaan pertanian;
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0.

p.

g.

r.

Menyiapakan hasil PEDA, PENAS KTNA , Mimbar sara sehan kepada
penyuluh dan kelompok tani:

Menyusun kerja operasional yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan
informasi dan publikasi pertanian;

Peningkatan dan pelayanan informasi dan publikasi pertanian; dan
Pelaksanaan penyebaran informasi pertanian.

Paragraf Ketiga
Seksi Pengembangan Usaha Pertanian

Pasal 19

(1) Seksi Pengembangan Usaha Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala yang
mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan perumusan , Evaluasi dan
koordinasi penyelenggaraan pengembangan Usaha Pertanian.

(2)

Untuk Menye'lenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Seksi Pengembangan Usaha Pertanian mempunyai uraian tugas :

a.

Merencanakan kegiatan kegiatan Seksi Pengembangan Usaha Pertanian
berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan
kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;

Memberikan petunjuk kepada para bawahan di lingkungan  Seksi
Pengembangan Usaha Pertanian |, agar dalam melaksanakan tugas sesuai
dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku, sehingga tercapai efektifitas
pelaksanaan tugas;

Membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan dilingkungan Seksi
Pengembangan Usaha Pertanian dengan memberikan arahan, baik secara
tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya
masing — masing; ‘

Memeriksa hasil kinerja para bawahan di lingkungan Seksi Pengembangan
Usaha Pertanian guna menyempurnakan lebih lanjut;

Menilai prestasi kerja para bawahan dilingkung Seksi Pengembangan Usaha
Pertanian berdasarkan hasil yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai
bahan dalam peningkatan karir:

Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang — undangan kebijaksanaan
teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan — bahan lainnya yang
berhubungan dengan Pembangunan Pertanian X

Mencari, mengumpulkan |, menghimpun serta mengolah data dan Informasi
yang berhubungan dengan Pengembangan Usaha Pertanian  dalam
Pembangunan Pertanian;

Menyiapakan bahan - bahan dalam rangka penyusunan kebijaksanaan,
peusoman petunjuk teknis mengenai Pengembangan Usaha Pertanian dalam
Pembangunan Pertanian:

Menginventarisasi permasalahan — permasalahan yang berhubungan dengan
bidang Pengembangan Usaha Pertanian dan menyiapkan bahan - bahan
dalam rangka pemecahan masalah:

Membuat laporan pelaksana kegiatan Seksi Pengembangan Usaha Pertanian
Pertanian sesuai dengan sumber data yang ada dan berdasarkan kegiatan
yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan bagi atasan:
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang Pengembangan
Sumberdaya Pertanian , baik secara tertulus maupun lisan sesuai bidang
tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Serana dan
Praserana Pertanian ;

Melaksanakan kebijakan Pengembangan Usaha Pertanian Pertanian wilayah
kabupaten;

. Menyiapkan bahan penerapan kebijakan dan pedoman Pengembangan Usaha

Pertanian ;
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Menyiapakan bahan pembinaan penyelenggaraan Pengembangan Usaha
Pertanian di wilayah kecamatan / desa:

Menyiapakan bahan perencanaan Pengembangan Usaha pertanian di tingkat
desa, kecamatan dan kabupaten:

Peningkatan data — data tentang potensi wilayah dan penyusunan program
penyuluhan;

Penyelenggaraan forum petani dan pelaku usaha Agribisnis Tanaman pangan
dan hortikultura;

Terselenggaranya kegiatan penyuluhan tanaman pangan dan hortikultura di
tingkat desa, kecamatan dan kabupaten:;

Melaksanakan  penyuluhan dan bimbingan  bagi  kelompok Tani,
UPJA,P3A,POKTAN, GAPOKTAN dan P4K ( KPK);

Melaksanakan penyelenggaraan pelatihan / kursus bagi penyuluh dan petani:

. Memberikan pelayanan teknis atas pelaksanaan penyuluhan pertanian: dan

Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan penyuluh dan informasi
pertanian serta pengembangan teknologi terapan.

Bagian Keenam
Bidang Pengembangan Hortikultura

Pasal 20

(1) Bidang Pengembangan Hortikultura dipimpin oleh seorang Kepala yang
mempunyai tugas pokok menyelengarakan pekerjaan dan kegiatan, pelayanan,
pembinaan , pengembangan dan pengendalian usaha di bidang Pengembangan
Buah- buahan, Pengembnagan Sayur — sayuran dan Tanaman Hias, Obat—obatan
dan Biofarmaka.

(2)

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Bidang Pengembangan Hortikultura mempunyai uraian tugas :

a.
b.

Menyusun program dan kegiatan bidang Pengembangan Hortikultura;
Perumusan Kebijakan teknis Penerapan dan Pengembangan Teknologi
pertanian Hortikultura, Peningkatan produksi Hortikultura serta sarana dan
prasarana Hortikultura;
Pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam penerapan dan pengembangan
teknologi pertanian Hortikultura, peningkatan produksi Hortikultura, serta sarana
dan prasarana Hortikultura;
Pelaksanaan penerapan dan pengembangan teknologi pertanian Hortikultura,
peningkatan produksi Hortikultra, serta sarana dan prasarana Hortikultura;
Pelaksanaan koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait dalam penerapan dan
pengembangan teknologi pertanian Hortikultura, peningkatan produksi
Hortikultura, sarana dan prasarana serta perbenihan Hortikultura;
Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengembangan dan penerapan
teknologi pertanian Hortikultura, peningkatan produksi Hortikultura, serta sarana
dan prasarana Hortikultura:
Memberikan petunjuk, arahan dan bimbingan kepada para Kepala Seksi dan
Staf dalam pelaksanaan tugas-tugas bidang Pengembangan Hortikultura;
Melaksanakan Pembinaan, pendistribusian tugas-tugas teknis yang berkaitan
der.gan Bidang Pengembangan Hortikultura sesuai dengan tugas dan kegiatan
dimasing-masing seksi;
Melaksanakan Koordinasi dengan Dinas Teknis tingkat Propinsi berkaitan
dengan kegiatan yang bersumber dana dari APBN ( Dana Tugas Pembantuan,
dana Dekonsentrasi dan DAK ) dan Dana APBD Propinsi; dan
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai bidang tugas
pokoknya.
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Paragraf Kesatu
Seksi Pengembangan Tanaman Buah-buahan

Pasal 21

(1) Seksi Pengembangan Tanaman Buah-buahan dipimpin oleh seorang Kepala yang

()

(1)

(2)

mempunyai tugas pokok menyelengarakan pekerjaan dan kegiatan, pelayanan,
pembinaan , pengembangan dan pengendalian usaha di bidang Pengembangan
Tanaman Buah — buahan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Kepala Seksi Pengembangan Tanaman Buah-buahan mempunyai uraian tugas :

a. Menyelanggarakan Rencana Program Kerja seksi;

b. Membuat Rencana Pemetaan dan Penentuan Penyebaran rencana produksi
dan komoditi buah — buahan;

c. Melaksanakan Bimbingan penerapan Teknologi produksi buah — buahan;

d. Membuat rumusan rencana kebutuhan sarana produksi buah — buahan:

e. Melaksanakan kegiatan percontohan buah — buahan

f.  Menyiapakan bahan - bahan perumusan kebijakan sarana produksi dan
teknologi produksi Buah - buahan;

g. Memberikan Dukungan Kerjasama dalam upaya penerapan dan
Penyebarluasan Teknologi tepat guna buah - buahan;

h. Melakukan Pembinaan, Monitoring, Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan;

.. Melakukan Koordinasi dengan pihak — pihak terkait;

J-  Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang; dan

k. Memberikan pembinaan terhadap bawahan. ‘

Paragraf Kedua
Seksi Tanaman Sayur-sayuran

Pasal 22

Seksi Pengembangan Tanaman Sayur-sayuran dipimpin oleh seorang Kepala yang
mempunyai tugas pokok menyelengarakan pekerjaan dan kegiatan, pelayanan,
pembinaan , pengembangan dan pengendalian usaha di bidang Pengembangan
Tanaman Sayur-sayuran.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Seksi Pengembangan Tanaman Sayur-sayuran mempunyai uraian tugas:

a. Menyelanggarakan Rencana Program Kerja seksi;

b. Membuat Rencana Pemetaan dan Penentuan Penyebaran rencana produksi
dan komoditi Sayur-sayuran;
Melaksanakan Bimbingan penerapan Teknologi produksi sayur—sayuran;
Membuat rumusan rencana kebutuhan sarana produksi sayur-sayuran;
Melaksanakan kegiatan percontohan sayur— sayuran;

Menyiapakan bahan — bahan perumusan kebijakan sarana produksi dan
teknologi produksi sayur — sayuran;

Memberikan  Dukungan Kerjasama dalam upaya penerapan dan
Penyebarluasan Teknologi tepat guna Sayur ~ sayuran;

Melakukan Pembinaan , Monitoring , Pengawasan , Evaluasi dan Pelaporan;
Melakukan Koordinasi dengan pihak — pihak terkait;

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang; dan

Memberikan pembinaan terhadap bawahan.

~0 oo

TS @
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Paragraf Ketiga
Seksi PengembanganTanaman Obat-obatan dan Biofarmaka

Pasal 23

(1) Seksi Pengembangan Tanaman Obat-obatan dan Biofarmaka dipimpin oleh
seorang Kepala yang mempunyai tugas pokok menyelengarakan pekerjaan dan
kegiatan, pelayanan, pembinaan |, pengembangan dan pengendalian usaha di
bidang Pengembangan Tanaman Obat-obatan dan Biofarmaka.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Seksi Pengembangan Tanaman Obat-obatan dan Biofarmaka mempunyai
uraian tugas :

a. Menyelanggarakan Rencana Program Kerja seksi;

b.. Membuat Rencana Pemetaan dan Penentuan Penyebaran rencana produksi
dan komoditi Hias , obat — obatan dan biofarmaka;

c. Melaksanakan Bimbingan penerapan Teknologi produksi Hias, obat — obatan
dan biofarmaka;

d. Membuat rumusan rencana kebutuhan sarana produksi Hias , obat — obatan
dan biofarmaka;

e. Melaksanakan kegiatan percontohan Hias , obat — obatan dan biofarmaka;

f.  Menyiapakan bahan-bahan perumusan kebijakan sarana produksi dan
teknologi produksi Hias, Obat—obatan dan biofarmaka;

g. Memberikan Dukungan Kerjasama dalam upaya penerapan dan
Penyebarluasan Teknologi tepat guna Hias , obat — obatan dan biofarmaka;

h. Melakukan Pembinaan, Monitoring , Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan;
i.  Melakukan Koordinasi dengan pihak — pihak terkait;
J. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang; dan
k. Memberikan pembinaan terhadapa bawahan.
BAB IV
TATA KERJA
Pasal 24

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan Bupati.

Pasal 25

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan
sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik di lingkungan masing-masing maupun
antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 26

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan
apabila terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh bawahan harus mengambil langkah-
langkah yang diperlukan sesu:u dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27
(1) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab mengkoordinasikan
bawahan dalam lingkungan unit kerja masing-masing.

(2) Pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib
memberikan bimbingan dan petunjuk untuk pelaksanaan tugas bawahan.
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(3) Bimbingan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib diolah dan
dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan secara berkala dan tepat
waktu.

(4) Hasil laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib disampaikan kepada
pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk dijadikan
pertimbangan dalam mengambil kebijakan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
Pada tanggal 28 November 2011

BUPATI ROKAN HULU,

e

H. ACHMAD

Diundangkan di Pasir Pengaraian
Pada tanggal :9 November 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU,

. DAMRI
Pembina Utama Muda
Nip. 19580413 199003 1 003

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2011 NOMOR : &7
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